
 

  

 
 

 
 

 
 

 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  

NOMOR   23   TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SULAWESI BARAT  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa rangka optimalisasi pelaksanaan tugas  Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyesuaikan 

tunjangan biaya rumah tangga dan tenaga ahli fraksi; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman... 

SALINAN 
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Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Rpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentag Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

 

10. Peraturan... 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 84). 

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 84) 

sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi 
Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 
Nomor 4). 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :

:

: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 

38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 

2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 

 

 

 
Pasal I... 
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Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam pasal 14 huruf a dan huruf b diubah sehingga pasal 14 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 

(1) Besaran Standar Kebutuhan minimal rumah tangga untuk Pimpinan 

DPRD mempertimbankan kemampuan keuangan daerah dan sesuai 

standar satuan harga. 

(2) Besaran Standar Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

2. Ketentuan dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga pasal 16 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16 
 

(1) Tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar 

atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang 

tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD 

atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan 

DPRD.  

(2) Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.  

(3) Tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan 

Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pembayaran kompensasi bagi tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan 

pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu 

DPRD dan dilakukan dengan harga satuan orang bulan.  

(5) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRD mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah dan sesuai standar satuan harga. 

(6) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

3. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 
 

(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang 

untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu 

tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi 

dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah.  

(2) Tenaga... 
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Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal  13 Juli 2022 

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

      ttd 

 
AKMAL MALIK 

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Sekretaris DPRD.  

(3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah dan sesuai dengan standar satuan harga. 

(4) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Salinan  Sesuai  Dengan  Aslinya 
    KEPALA BIRO HUKUM, 
 

               Ttd                            ttd 

 
 

    SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc 
    Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b 

NIP.: 19690820 199903 1 005 

 

 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23 

 
 

Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 13 Juli 2022 

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 

 
          ttd 
 

 

KHAERUDDIN ANAS 


